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Kata Pengantar 
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah 

memberikan karunia dan nikmat-nya sehingga Buku Saku Panduan Sistem 

Infromasi Lingkungan Hidup Kota Pasuruan (SILIHPAS) dapat disusun. 

Berlakunya Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan 

Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memiliki prinsip 

penyederhanaan regulasi perizinan dan memberikan kemudahan kepada setiap 

orang dalam memperoleh Persetujuan Lingkungan namun dengan tetap 

memenuhi ketentuan yang ditetapkan. 

Harapan kami adanya buku ini dapat menjadi panduan bagi pemrakarsa 

usaha / kegiatan  di Kota Pasuruan dalam mengajukan Persetujuan Pernyataan 

Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) atas Upaya Pengelolaan 

Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dan 

pemberian register Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan 

Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) melalui SILIHPAS. 

Penulis menyadari bahwa penyusunan buku saku panduan ini jauh dari kata 

sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang 

membangun dari pembaca guna menjadi acuan agar penulis bisa menjadi lebih 

baik lagi di masa mendatang. Akhir kata dengan mengucapkan puji syukur 

kehadirat Allah SWT semoga pedoman ini dapat memberikan manfaat bagi pihak 

yang membutuhkan. 

 
Pasuruan, Juni 2021 
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Bagian Pertama 

PANDUAN PENGGUNA 

alah satu kegiatan pelayanan publik yang dilakukan DLHKP Kota 

Pasuruan yaitu pengurusan dokumen lingkungan bagi pemrakarsa 

usaha/kegiatan sebagai syarat penerbitan Perizinan Berusaha. Proses 

pelayanan pengajuan dokumen lingkungan kepada para pelaku usaha/kegiatan 

yang telah dilakukan DLHKP Kota Pasuruan yaitu melalui web aplikasi Sistem 

Informasi Lingkungan Hidup Kota Pasuruan (SILIHPAS) yang terdiri atas 

persetujuan PKPLH atas UKL-UPL serta pemberian register SPPL. Dalam 

pemanfaatannya, aplikasi ini menggunakan sistem pengelolaan secara terpusat, 

dimana aplikasi dan database terdapat di server sedangkan user / pengguna 

dalam mengakses dapat memanfaatkan media browser (contoh: Chrome, Internet 

explorer, Firefox dll) serta dapat diakses juga melalui perangkat PC, Notebook, 

ataupun Smartphone. Penggunaan web aplikasi SILIHPAS ini memungkinkan 

para penggunanya untuk dapat melakukan pengurusan dokumen secara mandiri, 

tanpa perantara, meminimalisasi penggunaan kertas, dan memungkinkan 

pengunggahan data persyaratan secara fleksibel.  

A. HALAMAN PEMBUKA 

Langkah awal dalam memulai untuk menggunakan web aplikasi SILIHPAS 

adalah dengan mengakses tautan berikut http://silihpas.pasuruankota.go.id/. 

Pemohon akan diarahkan pada halaman pembuka SILIHPAS seperti Gambar 1.1

.Gambar 1.1 Halaman Pembuka SILIHPAS 

S 

http://silihpas.pasuruankota.go.id/
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B. HALAMAN MENU UTAMA 

Saat login berhasil dilakukan, selanjutnya akan diarahkan pada halaman 

menu utama seperti pada Gambar 1.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 Halaman Menu Utama  

Menu utama pada SILIHPAS memiliki beberapa bagian yaitu : 

1. Bagian Pembuatan Akun 

Merupakan bagian utama untuk dapat menggunakan web aplikasi SILIHPAS ini, 

yaitu untuk membuat user akses.  

2. Bagian Pemohon 

Merupakan bagian layanan permohonan online dan pendaftaran online. 

3. Bagian Informasi Layanan Dalam Proses  

Merupakan bagian layanan yang akan memberitahukan bahwa permohonan 

dalam tahap sedang diproses oleh DLHKP Kota Pasuruan. Pada bagian ini 

pemohon dapat melakukan koreksi apabila diminta oleh operator atau dapat 

dilakukan cetak tanda terima elektronik sampai sebelum diterbitkannya Hasil 

Permohonan. 

4. Bagian Arsip 

Merupakan bagian terakhir dari sebuah proses, tahapan dimana data yang pernah 

disampaikan dan pengesahannya menjadi database arsip, sehingga sewaktu-

waktu diperlukan dapat diakses kembali dengan mudah. 
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5. Bagian Informasi 

Bagian ini berisi informasi umum yang diperlukan yang diposting oleh pihak 

DLHKP Kota Pasuruan. 

6. Tracking Status Permohonan  

Merupakan bagian untuk memudahkan pemohon dalam mengontrol / mengetahui 

tahapan proses layanan dan statusnya.   

C. BAGIAN PEMBUATAN AKUN 

Pemohon harus memiliki akun pada SILIHPAS untuk dapat melakukan 

permohonan layanan lebih lanjut. Sebelum melakukan proses pendaftaran, 

terdapat 3 (tiga) syarat yang harus pemohon siapkan dan patuhi antara lain :  

✓ Pemohon harus memiliki akun email  

✓ Pemohon harus memiliki file digital KTP (format image atau pdf) 

✓  Satu akun email dan nomor ID KTP hanya bisa dipakai satu kali. 

Setelah mengakses alamat web SILIHPAS pada tahap ini pemohon akan 

diarahkan pada halaman pembuka sesuai dengan Gambar 1.1. Tata cara 

pendaftaran akun baru dilakukan sebagai berikut : 

1. Klik tombol menu “Daftar”, maka akan muncul form Registrasi Akun 

Pemohon sesuai Gambar 1.3. 

2. Isi data diri pemohon pada kolom yang tersedia. Semua kolom wajib diisi, 

jika ada yang belum terisi maka sistem akan memberikan 

peringatan/notifikasi. Data yang dibutuhkan terdiri atas data berikut :  

a. Nama lengkap : masukkan nama lengkap pemohon sesuai dengan kartu 

identitas KTP 

b. Alamat : masukkan alamat pemohon sesuai KTP  

c. Email : masukkan alamat email pemohon secara lengkap dan aktif 

d. Sandi : masukkan kata sandi rahasia dengan ketentuan minimal 8 

(delapan) karakter  

e. Konfirmasi Sandi : ulangi memasukkan kata sandi (harap diingat atau 

dicatat kata sandi untuk digunakan pada saat login) 

f. Jenis kelamin : pilih jenis kelamin  

g. No Telp : masukkan nomor telepon yang aktif 

h. No KTP : masukkan nomor KTP  
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Gambar 1.3 Halaman Form Registrasi Akun pemohon 

3. Pastikan semua data terisi dengan benar lalu klik tombol “Proses 

Registrasi” 

4. Selanjutnya akan muncul pesan pop up notification bahwa pendaftaran 

telah berhasil dan untuk proses aktivasi pendaftaran pemohon harus 

memeriksa pada email yang telah didaftarkan seperti pada Gambar 1.4.. 

(Apabila tidak menemukan email konfirmasi pada menu kotak masuk email, 

Anda dapat mengecek pada menu spam atau menghubungi admin 

SILIHPAS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.4 Halaman Email Konfirmasi 

5. Klik tombol “Konfirmasi” untuk melanjutkan proses aktivasi akun. Akan 

muncul pesan bahwa akun pemohon sudah aktif dan pemohon dapat 

melakukan login untuk proses pendaftaran perusahaan dan jenis layanan 

lebih lanjut. 
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D. BAGIAN PERMOHONAN LAYANAN 

Pada proses permohonan layanan ini terdapat beberapa ketentuan yang 

harus dipatuhi oleh pemohon antara lain : 

✓ Permohonan layanan harus dilakukan oleh salah satu penanggung jawab 

usaha / kegiatan yang telah memiliki akun SILIHPAS aktif sesuai pada 

tahap Pembuatan Akun. 

✓ Apabila permohonan layanan dilakukan oleh selain penanggung jawab 

usaha / kegiatan, maka harus menyertakan surat kuasa pendelegasian 

bermaterai untuk melakukan pendaftaran dan memegang akun perusahaan 

pada SILIHPAS, serta bertanggung jawab secara hukum pidana maupun 

perdata atas segala akibat dan penyalahgunaannya. 

Proses permohonan layanan pada SILIHPAS dilakukan dengan cara 

menggunakan user akses yang telah dibuat untuk login. Tata cara permohonan 

layanan pada SILIHPAS dilakukan sebagai berikut : 

1. Masukkan email yang telah diverifikasi dan kata sandi kemudian klik 

“Masuk”; 

2. PIlih menu “Permohonan Baru” untuk melanjutkan permohonan 

pelayanan sesuai Gambar 1.5; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.5 Memilih Menu “Permohonan Baru” 

3. Tahap Pemilihan Jenis Layanan. PIlih jenis layanan sesuai dengan 

hasil penapisan jenis dokumen lingkungan (LAMPIRAN 1). Proses 

penapisan dilakukan dengan mengacu pada : 

✓ Peraturan Menteri LHK No. 04 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha 

dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak 
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Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya 

Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan 

Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup; 

✓ Arahan petugas pelayanan dokumen lingkungan DLHKP Kota 

Pasuruan. 

Jenis Layanan yang dapat dipilih pada SILIHPAS, yaitu : 

✓ SPPL : Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan 

Pemantauan Lingkungan Hidup; 

✓ UKL-UPL / DPLH : Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya 

Pemantauan Lingkungan Hidup. / Dokumen Pengelolaan LIngkungan 

Hidup  

Selanjutnya pIlih Data Pemohon (Jika Ada), selanjutnya klik 

“Lanjutkan” untuk melanjutkan proses sesuai Gambar 1.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.6 Tahap Pemilihan Jenis Layanan 

4. Tahap Pengisian Data Pemrakarsa. Data yang dimasukkan dalam 

sistem pada tahap ini adalah data lengkap tentang identitas 

perusahaan yang terdiri atas : 

a. Jenis Pemrakarsa : pilih jenis pemrakarsa sesuai dengan jenis 

usaha / kegiatan contohnya perorangan, perusahaan, yayasan, atau 

lainnya  (koperasi, lembaga pemerintah, lembaga pendidikan, dsb); 

b. Nama Perusahaan : isi dengan nama perusahaan yang diajukan 

izinnya; 
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c. Bentuk Usaha : pilih bentuk usaha contohnya Perseroan Terbatas, 

Persekutuan Comanditer, Firma, Koperasi, atau lainnya; 

d. Jenis Perusahaan : pilih jenis perusahaan berdasarkan penanaman 

modalnya yaitu Penanaman Modal Asing (PMA) atau Penanaman 

Modal Dalam Negeri (PMDN); 

e. Pemegang Saham : isi dengan nama para pemegang saham sesuai 

akta notaris [minimal diisi dengan 1 (satu) pemegang saham]. 

Pengisian jumlah nominal diisi dengan angka pada rentang 0 hingga 

100; 

f. Akta Pendirian :  isi dengan nomor akta pendirian, nama notaris, 

dan tanggal; 

g. Akta Perubahan : isi dengan nomor akta perubahan apabila terdapat 

perubahan, nama notaris, dan tanggal; 

h. Penanggung Jawab : isi dengan nama direktur / pemilik usaha / 

kepala cabang / kepala sekolah / ketua yayasan, dll; 

i. Alamat Penanggung Jawab : isi dengan alamat dari penanggung 

jawab usaha / kegiatan; 

j. Alamat : isi dengan alamat kantor perusahaan; 

k. Provinsi : pilih provinsi dari kantor perusahaan 

l. Kota : pilih kota dari kantor perusahaan 

m. Kecamatan : pilih kecamatan dari kantor perusahaan 

n. Kelurahan : pilih kelurahan dari kantor perusahaan 

o. NPWP : isi dengan NPWP dari perseorangan jika jenis pemrakarsa 

perorangan da nisi dengan NPWP badan usaha jika jenis 

pemrakarsa dari perusahan, dst; 

p. Telepon & Faks : isi dengan nomor telepon dan faks kantor  

q. Email : autofill email yang telah terdaftar atau isi dengan email yang 

telah didaftarkan; 

r. Jabatan : isi dengan jabatan dari penanggung jawab usaha / 

kegiatan contohnya direktur / pemilik usaha / kepala cabang / kepala 

sekolah / ketua yayasan, dll;  

s. Jenis Kelamin : pilih jenis kelamin; 

t. No. KTP : autofill nomor KTP yang telah terdaftar atau isi dengan 

nomor KTP yang telah didaftarkan; 
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u. No. Telp : autofill nomor telepon yang telah terdaftar atau isi dengan 

nomor telepon yang telah didaftarkan. 

Pastikan seluruh data telah terisi, lalu klik “Simpan” untuk 

menyimpan data dan melanjutkan proses sesuai Gambar 1.7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.7 Tahap Pengisian Data Pemrakarsa 

5. Tahap Pengisian Data Layanan. Pada halaman ini pemohon mengisii 

data teknis mengenai perusahaan yang terdiri atas :  
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a. NIB : isi Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi usaha / kegiatan yang 

perijinan berusahanya melalui OSS *); 

b. Nama NIB : isi dengan nama usaha / kegiatan yang tercantum di 

NIB; 

c. Status : pilih status usaha apabila usaha baru pilih “Baru” jika 

perubahan usaha pilih “Revisi”; 

d. Skala Usaha : isi “Kapasitas” sesuai dengan kapasitas produksi / 

jasa / volume / siswa , luas lahan; isi “Lahan” sesuai dengan nukti 

kepemilikan lahan dalam ukuran m2; isi “Luas Bangunan” sesuai 

dengan luas total keseluruhan lahan terbangun [apabila lebih dari 1 

(satu) lantai wajib dijumlahkan total keseluruhan lahan]. Tambahkan 

catatan pada keterangan misalnya  4 (empat) lantai atau 2 (dua) 

toko; 

e. Kategori : pilih kategori sesuai dengan jenis usaha / kegiatan yang 

tercantum pada Lampiran Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 15 

Tahun 2012 tentang Jenis Usaha dan / atau Kegiatan yang Wajib 

DIlengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya 

Pemantauan Lingkungan Hidup; 

f. Bidang Usaha : pilih Bidang Usaha sesuai dengan kelompok usaha; 

g. Jenis / Sifat Usaha : isi sesuai dengan Jenis / Sifat Usaha pada 

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) ; 

h. Izin yang Dimiliki : isi sesuai dengan izin yang telah dimiliki 

contohnya IMB / SIUP / TDP / TDUP / IUJK / NIB / IUI / Izin 

Penyelenggaraan Sekolah, dll *); 

i. Modal Usaha (Rp) : isi jumlah modal usaha / kegiatan diluar 

bangunan dan tanah (dalam rupiah); 

j. Total Investasi (Rp) : isi total keseluruhan jumlah investasi usaha / 

kegiatan (dalam rupiah);; 

k. Bahan Baku : isi sesuai bahan baku yang digunakan pada usaha / 

kegiatan; 

l. Bahan Penolong : isi sesuai bahan penolong yang digunakan pada 

usaha / kegiatan; 

m. Listrik (watt) – Genset (kVA) : isi ukuran penggunaan listrik 

terpasang (dalam watt) dan penggunaan genset (dalam kVA);  
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n. Sumber Air : pilih jenis sumber air bersih yang digunakan pada 

usaha / kegiatan; 

o. Jumlah Tenaga Kerja : isi jumlah total tenaga kerja (tetap dan tidak 

tetap) lalu sesuaikan pengisian dengan kolom yang tersedia;  

p. Armada yang Dimiliki : isi dengan jumlah kendaraan operasional 

yang digunakan usaha / kegiatan; 

q. Timbulan Oli Bekas : isi dengan jumlah timbulan oli bekas per 

harinya jika ada (dalam ukuran liter atau drum) *); 

r. Status Usaha / Kegiatan : pilih status usaha apabila berada pada 

tahap perencanaan pilih “Rencana” jika berada pada tahap 

operasional pilih “Operasonal”;  

s. Lokasi Usaha : isi dengan alamat lokasi dari usaha / kegiatan; 

t. Kecamatan : pilih kecamatan dari lokasi usaha; 

u. Kelurahan : pilih kelurahan dari lokasi usaha; 

v. Koordinat Geografis : klik ambil koordinat dari Google Maps atau 

Latlong dan arahkan sesuai dengan lokasi usaha; 

w. Batas Lokasi : isi dengan batas lokasi usaha pada arah mata 

angina barat, timur, utara, dan selatan; 

x. Penyusun Studi UKL-UPL (diisi hanya untuk pengajuan UKL-

UPL) : 

• Nama Perusahaan : isi dengan nama perusahaan dari 

penyusun studi UKL-UPL; 

• Alamat : isi dengan alamat kantor dari penyusun studi UKL-

UPL; 

• Kota : isi dengan Kota dari kantor penyusun studi UKL-UPL; 

• Penanggung Jawab : isi dengan penanggung jawab dari 

penyusun studi UKL-UPL; 

• Telepon : isi dengan nomor telepon kantor atau penanggung 

jawab penyusun studi UKL-UPL; 

• Email : isi dengan alamat email kantor atau penanggung 

jawab penyusun studi UKL-UPL.. 

Pastikan seluruh data telah terisi, lalu klik “Lanjutkan” untuk 

menyimpan data dan melanjutkan proses sesuai Gambar 1.8.  

 

*) : data bersifat opsional 
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Gambar 1.8 Tahap Pengisian Data Layanan 
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6. Tahap Pengisian Data Alat (hanya untuk pengajuan SPPL). Pada 

halaman ini pemohon dapat mengisi data alat-alat yang dipakai dalam 

kegiatan operasional maupun kegiatan pendukung, beserta dengan 

jumlah dan sumber energi yang digunakan. 

a. Nama Alat : isi dengan nama alat yang digunakan contohnya 

mesin produksi, mesin bubut, boiler, komputer, printer, dsb;  

b. Jumlah : isi dengan jumlah alat yang dimiliki tersebut; 

c. Sumber Energi : isi dengan jenis sumber energi yang digunakan 

untuk alat tersebut contohnya listrik, LPG, gas bumi, kayu bakar, 

biomassa, dsb. 

Setelah memasukkan data tersebut klik “Simpan” untuk menyimpan 

data. Pemohon dapat mengubah data yang telah dimasukkan dengan 

mengklik         ataupun menghapus data dengan mengklik          . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 1.9 Tahap Pengisian Data Alat 

7. Tahap Pengisian Data Matriks (hanya untuk pengajuan SPPL). 

Lanjutkan proses pengisian data dengan mengklik “Data Matriks” 

untuk memasukkan data pengelolaan dan pemantauan lingkungan 

hidup yang akan dilakukan di lingkup usaha / kegiatan.  

a. Pilih Dampak : pilih jenis dampak lingkungan sesuai dengan 

hasil telaahan lingkungan hidup pada usaha / kegiatan. Pada 

kolom ini, jenis dampak lingkungan telah disesuaikan secara 

otomatis berdasarkan bidang usaha / kegiatan yang telah 

sebelumnya dipilih; 



13 

 

b. Besaran Dampak : isi dengan jumlah besaran berdasarkan jenis 

dampaknya; 

c. Periode Pengelolaan : isi sesuai dengan periode pengelolaan 

berdasarkan jenis dampaknya; 

d. Periode Pemantauan : isi sesuai dengan periode pemantauan 

berdasarkan jenis dampaknya. Pada Gambar 1.10 adalah 

tampilan dan contoh pengisian Data Matriks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.10 Tahap Pengisian Data Matriks 

 

8. Tahap Upload Dokumen Persyaratan.  Pada tahap ini pemohon 

harus mengunggah data persyaratan sesuai dengan permohonan 

yang diajukan (SPPL atau UKL-UPL). Berikut adalah ketentuan dalam 

melakukan unggah data persyaratan : 

✓ Berkas yang diunggah adalah berkas scan dokumen asli (bukan 

fotokopi) 

✓ Jumlah maksimal ukuran data adalah 10 Mb; 

✓ Bentuk berkas yang direkomendasikan dalam pengunggahan 

data adalah dalam format pdf; 
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✓ Apabila memiliki dokumen lebih dari 1 (satu) jenis pada sub 

judul yang sama dapat dilakukan unggah data secara berulang 

sampai dengan dokumen terunggah dengan lengkap. Misalnya 

pada sub judul “Dokumen Perijinan yang Sudah Dimiliki” apabila 

memiliki lebih dari 1 (satu) dokumen dapat diunggah secara 

berulang. 

Adapun tata cara pengunggahan data adalah sebagai berikut : 

✓ Klik “Choose File” untuk memilih berkas; 

✓ Anda akan diarahkan pada tab untuk memilih dokumen, lalu 

pilih berkas yang akan diunggah.  

✓ Berikut adalah berkas yang harus diungah untuk permohonan 

registrasi SPPL : 

a. KTP Penanggung Jawab Usaha/Kegiatan; 

b. NPWP Badan Usaha / Penanggung Jawab Usaha; 

c. Akta Pendirian dan/atau Akta Perubahan Perusahaan (jika 

berbentuk badan usaha atau badan hukum); 

d. Peta atau Denah lokasi usaha/kegiatan; 

e. Layout / Siteplan kegiatan usaha; 

f. Bukti penguasaan lahan:  

• Sertipikat/Petok D/Letter C  

• Akta Sewa  

• Akta Jual Beli (AJB)  

• Perjanjian Ikatan Jual Beli (PIJB)  

• Pinjam Pakai, atau  

• Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari Pemilik Lahan 

dan bermeterai (jika lahan milik sanak keluarga) 

g. Surat Kuasa Pengurusan SPPL Bermaterai ; 

h. Dokumen perizinan berusaha yang sudah dimiliki (IMB, 

SIUP, TDUP, TDP, IUJK, SKT, NPSN, Izin 

Penyelenggaraan Pendidikan, dll); 

i. Surat Keputusan atau Surat Kuasa Penunjukan (Jika yang 

bertanda tangan bukan Direktur / Ketua); 

j. SOP (Standard Operating Procedure) baik petunjuk kerja 

maupun aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja; 
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k. MoU atau Perjanjian Kerjasama dengan Pihak Ketiga 

terkait pengelolaan Limbah B3 (bagi usaha yang telah 

beroperasi sebelum tanggal 2 Februari 2021 dan 

menghasilkan Limbah B3); 

l. Bukti Kesesuaian dengan rencana tata ruang : a) informasi 

kesesuaian kegiatan dengan rencana tata ruang berbentuk 

peta spasial dari Dinas PUPR Kota Pasuruan, b) 

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR); 

m. Nomor Induk Berusaha (NIB). 

✓ Berikut adalah berkas yang harus diunggah untuk permohonan 

Persetujuan PKPLH atas UKL-UPL  : 

a. Draft Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL / DPLH); 

b. Bukti formal kesesuaian lokasi usaha/kegiatan dengan 

rencana tata ruang (Konfirmasi / Persetujuan / Rekomendasi 

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang); 

c. KTP Penanggung Jawab Usaha/Kegiatan; 

d. NPWP Badan Usaha / Penanggung Jawab Usaha; 

e. Akta Pendirian dan/atau Akta Perubahan Perusahaan (jika 

berbentuk badan usaha atau badan hukum); 

f. Peta atau Denah lokasi usaha/kegiatan; 

g. Layout / Siteplan kegiatan usaha; 

h. Peta Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan; 

i. Bukti penguasaan lahan:  

• Sertipikat/Petok D/Letter C  

• Akta Sewa  

• Akta Jual Beli (AJB)  

• Perjanjian Ikatan Jual Beli (PIJB)  

• Pinjam Pakai, atau  

• Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari Pemilik Lahan 

dan bermeterai (jika lahan milik sanak keluarga) 

j. Dokumen perizinan berusaha yang sudah dimiliki (IMB, 

SIUP, TDUP, TDP, IUJK, SKT, NPSN, Izin 

Penyelenggaraan Pendidikan, dll); 

k. Surat Permohonan Pemeriksaan formulir UKL-UPL / DPLH ; 
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l. MoU atau Perjanjian Kerjasama dengan Pihak Ketiga terkait 

pengelolaan Limbah B3 (bagi usaha yang telah beroperasi 

sebelum tanggal 2 Februari 2021 dan menghasilkan Limbah 

B3); 

m. Dokumen Final UKL-UPL atau DPLH; 

n. SOP (Standard Operating Procedure) baik petunjuk kerja 

maupun aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja; 

o. Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah; 

p. Persetujuan Teknis Baku Mutu Emisi; 

q. Persetujuan Teknis Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin); 

r. Surat Permohonan Persetujuan Lingkungan (Persetujuan 

PKPLH atau Persetujuan DPLH). 

✓ Setelah mengunggah seluruh berkas sesuai dengan 

persyaratan klik tombol “Proses” untuk memproses dan 

menyimpan data. Adapun tampilan dari halaman unggah data 

sesuai pada Gambar 1.12 untuk SPPL dan Gambar 1.13 untuk 

UKL-UPL. 

✓ Pemohon dapat menambahkan atau menghapus berkas yang 

diunggah. Apabila telah selesai melakukan unggah data 

centang kotak pada pojok kiri bawah seperti Gambar 1.11. 

 

 

Gambar 1.11 Centang Kotak Untuk Memproses Data 
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Gambar 1.12 Tahap Upload Data Persyaratan untuk SPPL 
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Gambar 1.13 Tahap Upload Data Persyaratan untuk UKL-UPL 
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9. Tahap Penyelesaian. Proses pengisian data dan unggah berkas 

telah selesai dan berhasil disimpan dalam sistem sesuai dengan 

Gambar 1.14 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.14 Tahap Penyelesaian (Data Berhasil Disimpan dalam Sistem) 

Setelah menyelesaikan keseluruhan proses pengisian dan 

pengunggahan data pada SILIHPAS, petugas pelayanan DLHKP Kota 

Pasuruan akan mendapatkan notifikasi jika terdapat permohonan dan 

akan melakukan pemeriksaan terhadap data pemohon tersebut.  Alur 

proses pemberian register SPPL dan persetujuan PKPLH atas UKL-UPL 

secara lengkap dapat dilihat pada LAMPIRAN. 2 dan 3. 

 

E. BAGIAN LAYANAN DALAM PROSES 

 Setelah permohonan selesai, pemohon dapat melihat status permohonannya 

pada Bagian Layanan Dalam Proses. Pada bagian ini, pemohon dapat melihat 

progres dari proses permohonan, seperti pada Gambar 1.15. Pada bagian ini 

memiliki beberapa kolom yaitu : 

✓ Nomor : berisi nomor urutan; 

✓ Tanggal : berisi data penyelesaian pengisian dan unggah data; 

✓ Data Pemrakarsa : berisi identitas pemrakarsa; 

✓ Nomor Register : berisi nomor register dokumen; 

✓ Status : berisi data status perkembangan proses permohonan; 

✓ Opsi : berisi icon “Buka”           untuk melihat rangkuman data 

yang telah dimasukkan dalam sistem dan icon “Register” 

untuk melihat serta mencetak Tanda Terima Berkas Online sebagai 

bukti permohonan. 

  



 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.15 Bagian Layanan Dalam Proses 

 

F. BAGIAN ARSIP 

Setelah dilakukan pemeriksaan dan persetujuan oleh petugas pelayanan 

DLHKP Kota Pasuruan, pemohon dapat mengecek status dokumen permohonan 

pada bagian arsip seperti pada Gambar 1.16. Pada bagian ini memiliki beberapa 

kolom yaitu : 

✓ Nomor : berisi nomor urutan; 

✓ Tanggal : berisi data penyelesaian pengisian dan unggah data; 

✓ Data Pemrakarsa : berisi identitas pemrakarsa; 

✓ Dokumen Kegiatan : jenis dokumen kegiatan (SPPL / UKL-UPL) 

✓ Nomor Register : berisi nomor register dokumen; 

✓ Nomor SK : nomor Surat Keputusan; 

✓ Opsi : berisi icon “Buka”           untuk melihat rangkuman data 

yang telah dimasukkan dalam sistem, icon “Register” 

untuk melihat serta mencetak Tanda Terima Berkas Online sebagai 

bukti permohonan dan icon              untuk melihat serta mencetak 

dokumen rekomendasi. Tampilan dari icon buka sesuai dengan 

Gambar 1.17, tampilan Tanda Terima Berkas Online sesuai dengan 

Gambar 1.18 dan tampilan dari data register SPPL sesuai dengan 

Gambar 1.19 
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Gambar 1.16 Bagian Arsip 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.17 Bagian Arsip Permohonan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.18 Tanda Terima Berkas Online  
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Gambar 1.19 Register SPPL  
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Gambar 1.20 Persetujuan PKPLH atas UKL UPL  
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Bagian Kedua 

MODUL KEAMANAN 

Dalam upaya menjaga kerahasiaan dan keamanan data yang dimasukkan ke 

dalam sistem, SILIHPAS dilengkapi dengan fitur pergantian sandi. Bagian ini 

memungkinkan untuk melakukan penggantian sandi untuk akses terhadap 

aplikasi ini. Gambar 2.1 adalah tampilan untuk melakukan pergantian sandi. 

Pemohon perlu mengisikan data sebagai berikut : 

✓ Nama User : nama user id yang digunakan untuk login ke aplikasi ini; 

✓ Password Lama : password lama yang digunakan untuk login ke 

aplikasi ini; 

✓ Passoword Baru: password baru yang hendak untuk mengganti 

password lama. 

Kemudian tekan tombol "Ubah" maka akan ada konfirmasi jika perubahan berhasil 

atau tidak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Pengaturan Pergantian Sandi 
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Bagian Ketiga 

LAYANAN BANTUAN 

Untuk membantu pemohon dalam melakukan permohonan dokumen 

lingkungan melalui web aplikasi SILIHPAS dapat menghubungi petugas 

pelayanan di Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan Kota 

Pasuruan di Jalan Pahlawan No. 28, Kelurahan Pekuncen, Kecamatan 

Panggungrejo, Kota Pasuruan. Bantuan terkait permasalahan teknis dapat melalui 

narahubung :  

✓ Front Office  : 081515158288 (Rara) 

Bantuan terkait permasalahan regulasi / substansi dapat melalui narahubung : 

✓ Admin  : 085655204912 (Afifudin) 

atau melalui email amdal.blhpaskot@gmail.com. 
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LAMPIRAN 1 
 

Penapisan Jenis Usaha / Kegiatan Kategori AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL 

 

 
  

SPPL 

• Analisis Berbasis Resiko berdasarkan PP No. 5 Tahun 
2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha 
Berbasis Risiko 

• Data Informasi Usaha / Kegiatan (Jenis, Lokasi, 

Kapasitas atau Skala, Luasan Lahan, Luas Bangunan, 

Modal, Usaha / Investasi, Jumlah tenaga kerja) 

UKL-UPL  

AMDAL 

DELH 

Rencana 

DPLH 

Rencana 

Telah beroperasional 
sebelum 2 Februari 

2021 

Permen LHK No. 4 Tahun 
2021 

Telah beroperasional 

sebelum 2 Februari 
2021 

Cek KBLI 
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LAMPIRAN  2 

Pelayanan Pemeriksaan Formulir SPPL Melalui SILIHPAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
1 

Pemrakarsa mengajukan 

permohonan SPPL melalui 
SILIHPAS  

2 

Front Office memeriksa 

kelengkapan dokumen 

3 

Back Office melakukan 

verifikasi substansi & 
kesesuaian data 

4 
Back Office memberikan 
penomoran otomatis register 

SPPL 

 

5 

Pemohon menerima hasil 

cetak SPPL 

 

6 

Front office mengunggah 

file scan SPPL yang 
ditanda-tangani ke 

SILIHPAS untuk aktivasi  

7 

Pemrakarsa menerima notifikasi  

bahwa SPPL telah aktif  
8 

Front Office mencetak SPPL 

yang telah disetujui 

Sumber : 188/SOP-01/423.110/2021 
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LAMPIRAN 3 

Pelayanan Pemeriksaan Formulir UKL-UPL / DPLH melalui SILIHPAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
1 

Pemrakarsa mengajukan 
permohonan pemeriksaan 

UKL-UPL / DPLH melalui 
SILIHPAS  

2 

Front Office memeriksa 
kelengkapan dokumen 

3 

Back Office melakukan 
verifikasi awal pada draft 

UKL-UPL / DPLH 

4 
Back Office merencanakan 
rapat koordinasi 

pemeriksaan substansi draft 
UKL-UPL / DPLH 

 

5 

Pemrakarsa memperbaiki 

UKL-UPL / DPLH sesuai 
berita acara rapat, lalu 

mengunggah pada SILIHPAS  

6 

Back Office memeriksa 

hasil perbaikan dan 
meneruskan ke Kabid 

APDAL  

7 

Kabid APDAL memeriksa hasil 
perbakan dan memberi 

persetujuan pada SILIHPAS 

8 

Rapat tim teknis untuk 

memeriksa substansi draft 
UKL-UPL / DPLH  

Sumber : 188/SOP-02/423.110/2021 

Bersambung 
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9 Kabid APDAL 
mempersiapkan draft 

Persetujuan PKPLH untuk 
UKL-UPL dan Persetujuan 

DPLH pada SILIHPAS 

10 

Kepala DLHKP memeriksa 

draft persetujuan PKPLH atau 
persetujuan DPLH, 

menandatangani dan 
memberikan persetujuan 

pada SILIHPAS 

11 
Sekretariat DLHKP 

memberikan nomor dan 

stempel pada surat 
Persetujuan PKPLH atau  

Persetujuan DPLH 

12 Front office mengunggah file 

scan Persetujuan pada 
SILIHPAS 

13 Pemrakarsa menerima surat 

Persetujuan PKPLH atau 
Persetujuan DPLH  

Lanjutan 
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”Kerusakan alam bukan terjadi pada kita,  
tapi karena kita.” 


